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ABSTRAK 

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban diberikan kepada 

pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau hukum yang berlaku. 

Pertanggungjawaban pidana juga akan lebih berat jika yang melakukan tindak 

kejahatan merupakan pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana kekerasan 

dengan Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg serta untuk 

memahami pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

spesifikasi pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang 

yang terkait yang kemudian diolah untuk mendapat hasil data akhirnya. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan 

kepada pelaku merupakan pidana penjara dan juga pelatihan kerja. 

Pertanggungjawaban ini berdasarkan pada perbuatannya yang telah melanggar 

Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditambah dengan adanya status residivis 

pada pelaku membuat pertanggungjawaban pidana yang diberikan lebih berat dari 

sebelumnya. Putusan yang dihasilkan juga didasari dengan pertimbangan-

pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis yang didasari oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan non-yuridis yang dilihat dari 

kondisi pelaku dan lingkungannya. 

 

Berdasarkan penjelasannya, maka disimpulkan bahwa pelaku tetap diberikan 

pertanggungjawaban, namun disesuaikan dengan beberapa pertimbangan dari 

hakim yang memutus perkara tersebut. Berkaitan dengan hal itu, maka diharapkan 

para hakim mempertahankan sistem penjatuhan putusan terutama bagi anak 

residivis dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis  
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